BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 1T  TAHUN 2014

TENTANG

PRD
AT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA D ,
NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJAB

PERJALA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

-

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan_dmas Qal_aT
negeri bagi pejabat negara, pimpinanlanggota DPRD, pegawal negerlI Sr;p:j ,'
pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat ’Eela i
tetapkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 9 Tghun 2013 tentang Perja anan
dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimp:nan/anggota' DPRD, pegawai
negeri sipil, pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Langkat;

bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih

. tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu

mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dina; da!am neger_i pagi
pejabat negara, pimpinanfanggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak
tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

" dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Perjalanan dinas

dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri
sipil, pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun #956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor §, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
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Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan lbukota
Kabupaten Daerah Tingkat Il Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat |l Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat li
Langkat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat I
Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
(Lembaran Negara Republiik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Nomor 1 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Nomor 1 tahun 2007);
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 12 Tahun 2007);
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pckok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
er;glc:?nkgig;a; Nomor 04 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang
gan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
langkat Nomor 3);
Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan
E;%suedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten |.angkat %Berita Daerah
paten Langkat Tahun 2008 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TFNTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAG] PEJABAT NEGARA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGER!

SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT,



BAB |
KETENTUAN UMUM

. ‘Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat

5 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat.

3. PimpinanfAnggota Dewan
adalah Ketua, Wakil-Wakii
DPRD Kabupaten lLangkat dan telah meng
perundang-undangan.

4. Pejabat negara yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat.

Perwakitan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan/Anggoia DPRD
Ketua dan/atau mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota
ucapkan sumpah/fanji berdasarkan ketentuan peraturan

5. Perjalanan dinas Dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan yang' dilakukan dalam wilayah Republik Indpnesia untuk kepentingan negara.

i i Sipi nj isi ' i di Li Pemerintah Kabupaten
Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan
L_ar?gkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Peiok-Pokok Kepegawaian. |
7. Pegawai tidak tetap adalah personil yang diangkat/ditunjuk untuk jangka wakiu tertenty guna

melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administras
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah/satuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai

pegawai Negeri. _ _ .

8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau datam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.

9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Langkat, Wakil Bupati Langkat dan/atau Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang-oleh Pengguna anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dilingkungan Pemeriniah Kabupaten Langkat.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten |angkat. :

and
-

. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk Keperluan Belanja Daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada SKPD. -

12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutriya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
g?rr:]%ir?aer}rfnangtadﬁpgatuapDPRD dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
_ nfAnggo . Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tidak tetap, dan Pihak Lain dili
Pemerintah Kabupaten Langkat. e '8, dan Pinak Lain diingkungan

13. Pelaksana SPD adalah pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, P i i i Ti
. , Pegawai : T
Tetap yang melaksanakan Perjatanan Dinag % | reger. dan Pegawal Tidak

14. Lumpsum adalah suaty jumlah uang vang telah dinitang .
dibayarkan sekaligus. ! a vang telah dihitang terlebih dabuiu (pre-caloutated amaunt} dan

15. Biaya Riil adatah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengelfuaran yang sah.

16. Peritungan Rampung adaiah perhitungan biaya Perial ' ihi i ket
A anan D
berdasarkan ketentuan yang beriaku g ya ber . Inas yang dihitung sesuai kebutuhan rii!

17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja.
18. Tempat Tujuan adalah tempat / Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
8. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara wakiu.

20. Uang Persediaan yang seianjutnya’ disin ' i
lang gkat UP adalah uang muka kerja dalam jumiah tertenty van
drbenk_an kepada _Ber_;dahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional seriari-hari satuan .kyt-zrjsfI
yang tidak mungkin dilakukan melaiui mekanisme pembayaran langsung. '

21. Standar Biaya adalah satuan bia ditets ' - i !
_ ya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran
.dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standarg %iaya

Keiuaran.
B/



(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pert
Jabatan bagi-Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pe
Tetap yang dibebankan pada Anggaran P

BAB H
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

anggungjawaban Perjalanan Dinas
gawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak

endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

(2) Pegawai Negesi Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pegawai negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

BAB Il
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut ;

a.

(1)

@)

3

selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan; |
ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah;
akuniabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan

Dinas.
BABlV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan digoiongkan menjadi ;
a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daetah: dan
b. Perjalalanan Dinas Jabatan Luar Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat" (1) huruf a adalah

perjalanan yang dilakukan dafam wilayah Kabupaten Langkat dan/atau perjalanan yang memerlukan
waktu kurang dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Perjalanan Dinas ‘Jabatan Luar wilayah Kabupaten Langkat-dalam lingkup wilayah Provinsi
Sumatera Utara.

- b.- Perjalanan Dinas Jabatan Keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara.

~Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

a.

b.
c.
d.

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan:
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; |

penugasan sementara waku (Detasering) diluar tempat kedudukan:
menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
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menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokier penguji
kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna

kepentingan jabatar,

f  memperoleh pengobatan herdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada
waktu/karena melakukan tugas,

g.  mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/82/S3;

h. mengikuti pendidikan dan pelatinan;
Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD
“yang tertuang dalam Surat Tugas.

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh : _

a. Bupatifwakil'Bupéti bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud d
(3) huruf b yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD;

b.- Sekretaris Daerah bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
dilaksanakan oleh PNS/Pegawai tidak tetap dilingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD
untuk Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf &;

c. Kepala SKPD bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2) dan
ayat (3) huruf a dan b yang dilaksanakan oleh PNS/Pegawai tidak tetap dilingkungan unit kezja

SKPD berkenaan;
d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD.
(3) Apabila Bupati tidak berada ditempat kewenangah penerbitan surat tugas sebagaimeana di.r"naksud
ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada wakil Bupati atau Sekretaris Daerah é‘tas nama Bupati.

alam Pasal 4 ayat

4) Sur.it tTugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai
erikut :

a. Pemberi Tugas;
b. Pelaksana tugas;
c. Wakiu pelaksanaan tugas; dan
d. Tempat pelaksanaan tugas.
(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan;
a.- -Perjalanan Dinas Jabatan di Dalam Daerah:atau |
b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah,
Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.

{6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 {telapan) jam
dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

5 . . .
{7) SPD sebagaamgna dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan mi.

Pasal 7
(1) Dalam penerbitan SPD, Pejabat yang berwenang, menetapkan tingkat biaya Perjalaran Dinas dan
alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan
dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam
tanpa penerbitan SPD sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), pembebanan biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dapat dicantumkan dalam Surat Tugas.

"y



BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas kompanen-komponen sebagai berikut .
uang harian;

biaya transport;

biaya penginaparn,

uang representasi,

sewa kendaraan dalam Kofa,

PooTD

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas .
a. uang makan,
b. uang transport lokal; dan
¢. uang saku

(3)° Biaya transpor sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atag :

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan _kgbegrangkatan dan
kepuiangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
b. retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan  keberangkatan dan

kepulangan.

(4). Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ merupakan biaya yang diperiukan
untuk menginap
a. dihotel; atau
'b. di tempat menginap lainnya.

{(5) Dalam hal Pelaksana SPD yang telah mendapat biaya Kontribusi dan/atau penginapanlakomodasi
disediakan oleh instansi yang mengundang, tidak diberikan biaya penginapan dan biaya makan
tetapi hanya diberikan uang saku sebesar 60% dari uang harian dan biaya transport sesuai tarif
transportasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat
Negara,Pimpinan/Anggota DPRD dan F’ejabat Eselon Ii.

{7). Sewa kendaraan dalam Kota.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada
Pejabat Negara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat
Tujuan.

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7} sudah termasuk biaya untuk pengemudi,
- - bahan bakar minyak, dan pajak.

)] Kgm'ponerj biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada
Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran it

Peraturan ini.
Pasal &

Biaya Perjatanan Dinas Qabatan diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud datam
‘Pasal 4 ayat (1).huruf b dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1!t Peraturan ini,

Pasal 10

{1} Biaya‘Pt_arjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam
3 (tiga) tingkat, yaitu :

Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati
Tingkat B untuk, Pimpinan/anggota DPRD, Pejabat Eselon fi

¢. Tingkat C untuk Pejabat Eselon HI/PNS Goiongan IV, Pejabat Eselon IV/IPNS Golongan 1ll, PNS
Golongan 1i /| dan Pegawai tidak tetap.

!



{2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan ting‘kat biaya Peralanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai benkut :

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur

dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga;
b, biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan i |
biayé penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hai pelaksana perjalanan dirj‘as
tidak menggunakan fasilitas hote! atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkgtan
diberikaﬁ biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan
sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

d. uang representasi dibayarkan secara Jumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana

diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga;
sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada

Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga,

Pasal 11

(1) Perjatanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 aya_t (2) diberikan biaya
perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran V huruf A peraturan ini.

{2) . Perjalanan dinas keluar daerah dalam witayah Propinsi Sumatera utara s_ebagaimana djmaksu_d
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam
- lampiran V huruf B peraturan ini dan,

Untuk Daerah tujuan :

.-Kota Tebing Tinggi
Kabupaten Karo
Kabupaten Batubara
Kota Pematangsiantar
-Kabupaten Simalungun
Kabupaten Asahan
~Kota Tanjungbalai
Kabupaten Labuhan Batu
9. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
10. Kabupaten Labuhan Batu Utara
11. Kabupaten Samosir
12. Kabupaten Toba Samosir
13. Kabupaten Padahg Lawas
14. Kabupaten Padang Lawas Utarg
15. Kabupaten Tapanuli Selatan
18. Kota Padang Sidempuan
17. Kabupaten Mandailing Natal
18. Kabupaten Tapanuli Utara
19. Kabupaten Humbang Hasudutan
20. Kabupaten Dairi
21. Kabupaten Pakpak Barat
22, Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Kota Sibolga
24, Kabupaten Nias
25. Kabupaten Nias Barat
26. Kabupaten Nias Selatan
27. Kabupaten Nias Utara
28. Kota Gunung Sitoli

DADABWN -

diberikan tambahan biaya transportasi sebagainana lampiran V huruf ¢ peraturan ini.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) dibayarkan secara
lumpsum pada saat akan melakukan perjalanan dinas.
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2

@)

4
(6

(6)

{7

(8)

(1)
@)

(1)

2

(3)

(4)

6)

‘_ Pasal 12

. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksid

dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan hiaya Perjalanan dinas Jabatan yang dltanggpng oleh
itia penyelenggara. _ _ o
Eg;am pt?aly t:aiay%g Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat.”semma_r, dan sejen;?nya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada SKPD F‘elak_sana SPD. _ coria
Panitia penyeienggara menyampaikan pemberitahuan mengenali pembebanan biaya Pera a_r‘:r;i
Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) daiam surat/undangan. mengi
rapat, seminar, dan sejenisnya. ‘ ' o
Ripnci'an biaya Perjaljanan yDinas Jabatan untuk mengikuti rapa_t, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran VI Peraturan int. N
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk metaksanakan :s.uad
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap .pada
hotei/penginapan yang sama. _ .
Da!an? ha? bia;;a gengﬁnapan pada hotel/penginapan yang sama se_bagalmana dimaksud pada aya’f
(5) lebih tinggi satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana dtatur”dalam Keputusan Bu_patl
mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/penginapan dimaksud. o ’
Daiam hal perjalanan Dinas Jabaten untuk melaksanakan keordinasi atau konsultasi pelaksana SPD
dapat didampingi staf dalam pelaksanaan tugas yang sifainya sangat urgen, dan pelaksana SPD
dan staf dapat menginap pada hotel yang sama. _ o
Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada aya‘f
(7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dan Keputt{qan Bupati
mengenai Standar biaya maka pelaksanaan SPD atau pendamping menggunakan fasilitas kamar
dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 13
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
Daiam hal Perjalanan Dinas Jabatan: harus segera diaksanakan, biaya Peralanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan seteiah Perjalanan Dina__s selesal.

Pasal 14

Dalam hal jumlah hari Perjatanan Dinas Jabatan melebihi jumiah hari yang ditetapkan dalam Surat
Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan
tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
Tambahan uang harian, biaya penginapan, vang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang berwenang untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa
fransportasi lainnya; dan/atau
b. Suratketerangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. -
E]eerrrrj‘isirka: _dggume?a sts)et;_lagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang berwenang
ebankan biaya tambahan uan | i i i
kendaraan dalam K);ta pada SKPD be?k:naa[:?’ vaye POGIZPAN, ang fepresanissl, dan sewa

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uan ' | '

_ : . peng . g representasi, dan sewa kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tidak dapat diperimbangkan untuk hal-hol ecdbﬂgz:m*(a?fg
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf h.

Dalam hal jumlah hari Perjatanan Dinas kuran ! jurn i i
2 _ g dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD
Zelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi’
an sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Pejabat yang berwenang. ’

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Anggaran SKPD penerbit SPD,

oy



BABW

- PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan. dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam

Anggaran SKPL). berkenaan. _ _ _ _
(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 3 (tiga) hari kerja
sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakar.
(3) Pada akhir Tahun Anggaran, ketentuan sei
(tiga) hari kerja menyesuaikan dengan keten
menghadapi akhir tahun anggaran.

bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 3
fuan yang mengatur mengenai langkah-iangkah

Pasal 17

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP danfatau mekanisme
Pembayaran Langsung (LS}, _

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
a. perikatan dengan penyedia jasa,
b. Bendahara Pengeluaran; atau

¢. Pelaksana SPD _ _ o )
(3) Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : _
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

. jabatan; dan :
b. Perjalanan Dinas Jabatan daiam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 18

(1) -Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang
muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran, '

{2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian
uang muka dari Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
a. Surat Tugas; -
b. Fotocopi SPD;
¢. Kwitansi tanda terima uang muka; dan
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 19

(1} Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat hiro j j2 :
. _ pat berupa, biro jasa perjalanan,
2 J:sa ttransportasu dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. A pe perusanazn
enetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan i :
mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, vat () sesual kelenluan yang

(3} Komponen biaya Perjalanan Dinas ’ !
| yang dapat dilaksanakan dengan .perikata liputi bi
transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginagan. P " melpul biaya

Pasal 20

(2} Nilai satuan harga dalam kontrakiperianjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang

dikeluarkan oleh perusahaan jasa transporiasi atau tari i
oloh penyedia Jash pencemea o Lol au tant penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan

Pasal 21

(1} Pembayaran biaya Perjalanan Dinas ke ia i
_ a P rjal pada penyedia jasa didasarkan ata i ket
telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. 7 prestast kefa. yang

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah di i ia j ; :
Pejabat yang berwenang, yang iselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada



(1)

(2)

)

4

)

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS ditakukan melalui transfer dari

Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya

Perialanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelsbihan biaya Perjalanan

Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Pejabat yang berwenang.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan Surat Tanda Setoran (S5TS).

Dalam hal biaya Pefjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari

yang seharusnya, dapat meminta kekurangannya.

Pembayaran kekurangan biaya Pefjalanan Dinas Jabatan sebagimana dimaksud pada ayat (4}
dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, pengujian surat
permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Psjabat Penanda Tangan SPM,
dan mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah (BPKAD) berpedoman pada ketentuan peraturan yang bertaku.

M

@)

3

4

Pasal 24

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat
dibebankan pada Anggaran SKPD berkenaan,

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Pgrnyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD,
atau paling rendah pejabat Eselon Ii bagi Pelaksana SPD dibawah Pejabat Eselon Il ke bawah,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan ini:

b. Surat Pernyatz?an Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan ini;

¢. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau bia i
_ : : va penginapan
dari perusahagn jasa transqort dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa trangporrtjasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Biava pembatalan yang dapat dibobankan pada Anggaran SKPD sebagaimana pada ayat o

sebagai berikut :
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau bi ' ng ti
Sgan dtau selu po iaya penginapan yang fidak dapat

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perj } i

: _ _ jalanan Dinas kepada pemberi tugas
dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lama 3 (fi i kerj
perjalanan Dinas dilaksanakan. 9 peing fama 3 {lg2) harl ke setelah

10
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(2) Pertanggungjawaban biaya Perialanan Dinas Jahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa :

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; ‘ B
b, "SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat - di '{e.mpa.t
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan Dinas; -
c. tiket pesawat, hoarding pass, airort tax, refribusi, dan bukli pembayaran moda transportasi
lainnya; _
d. D’aﬂ:r Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagai mana tercanturn dalam iampiran IX
_ Peraturan ini
g. bukti pembayaran yang sah unt
‘pembayaran lainnya yang dike
penyewaan kendaraan; dan
f.  Bukti pembayarn hote} atau tempat menginap lainnya _
Laporan tertulis petaksana SPD dari hasil perjalanan Dinas kepada pejabat yang menerbitkan

Surat tugas.

uk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti
luarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang -jasa

(3) Dalam hal bukti pengeiuaran transportast dan/atau penginapan sebagaiman_a’dima‘ksud pada gyai
(2) huruf ¢, huruf e dan huruf f, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

huruf d.
Pasal 26

Segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, tidak beriaku bagi ;. perjalanan dinas- yang
memerlukan kontribusi dari Instansi yang menyebabkan timbulnya perjalanan dinas, perjalanan dinas
keluar negeri, penjemputan dan.pengantaran jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS
dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan pemulangan Pejabat dan PNS yang dipensiunkan.

Pasal 27

Pihgl_{__—pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari hatga sebenarnya‘(mar#up)._dan_fat_au
Perjalanan ‘Dinas rangkap (dua kali atau ‘iebih) dalam pertanggungjawaban. Perjalanan Dinas yang
gﬁr?(kxlt:at kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
ilakukan.
BAB VHi

PENGENDALIAN INTERNAL -
Pasal 28

{1) Bupati/Pimpinan DPRD/Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internai- terhadap
~ pelaksanaan Perjalanan Dinas. |
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. ,
- 'BABIX .
KETENTUAN LAIN-LAIN
* Pasal 29

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan
: I.pfhak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk metakukan
Perjalanan Dinas. ' o

(2) Pihak lain seb_a_gaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan negara, digolopgkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak iain sebagaimana 'dim'aksud'pad'a ayat (2) ditentukan oleh Pejabat
yang berwenang dengan mempefti_mbangkan tingkat  pendidikan/kepatutanftugas  yang
‘bersangkutan. - :

{4) Pegawai Negeri Sipil Golongan | dapat melakukan Perjalanan Dinés dalam hal mendésakf.kh.usus
dalam hat tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

4



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perjalanan

(1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku ;
Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 Abvewloer g

UPATI LANGKAT,

LY

Hi NGOGESA SITEPU

Diundangkan di  Stabat
pada tanggali 18 Novembe~ 204

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 224 NOMOR 123

JALLT, T Tmapar

4 Al i .

[QEKF,‘!ET’LZ:::&: Drpwan | /J
RSISTEN 7% Umawe 4 o
KARAS e
KASUBBAG T -tokom {%ﬁ%fﬁ
STAF BABIAN HUKLM P ;

12

d



LAMPIRANI : PERATURAN BUPM:I! Ii.nANGKAT
NOMOR : 17 Tawvn .
TANGGAL : 1% MNovewber 204
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGER! BAGI PEJABAT NEGARA,
' PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

Lembaran Ke :
Kode No
Nomor :

Dinas/Badan/Kantor :

~Contoh .
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah - -

~Nama/NIP Pegawai yang mefaksanakan

Perjalanan Dinas
Ta. Pangkat dan Golongan _ -4
3. | b Jabatan/instansi b
' c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas ' L.

4 | Maksud Perjalanan Dinas

5. | Alatangkutan yang dipergunakan

a. Tempat Berangkat
| b. Tempat Tujuan

‘a. Lamanya Perjalanan Dinas

7.1 b. Tanggalberangkat b
¢. Tanggal harus kembali e
Pembebanan Anggaran :
. 8. {a Instansi |
b. "Akun B
.I'L 9. | Keterangan Lain-lain
Dikeluarkandi ...
Pada Tanggal : ... .

- Pgjabat yang memberi perintah:



I. Berangkat dari

Tempat Kedudukan}
Ke :
Pada Tanggal
Kepala
....................................... )
NIP
[\. Tibadi Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
TSRO ) (oo et )
NIP NIP
[i. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
......................................... } SR RRUURSRRPHEIO |
NIP NIP
V. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
(o e ) (o )
NIP NIP
V. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tangga!
Kepala
(v oo ) (oo )
NIP NIP
V1. Tiba di :
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Kepala
oo, )
NIP

VII. Catatan Lain-lain

VIII.PERHATIAN

Pejabat penerbit SPD, pegawai yang melakukan j i f

, _ perjalanan dinas, para pejabat yan
gleggesahkan tanggal berangkattiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung j;wag
erdasarkan peraturan-peraturan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesaiahan

kelalaian, dan kealpaannya.

BUPATI LANGKAT

| JARBLTARN MEEN
SENRETARIS DLERAN | %j_!
EQIQTEN a0y Ulwun Jw,, =
?.,w“.m P i o . .J
RARAS HUK (M M
KASUBBAG Tuown Y
STAF BABIAN HUKLM Wy

LS

H. NGOGESA SITEPU



LAMPIRAN U . PERATURAN BUPAT!I LANGKAT

NOMOR : Tanwvn 2% .

TANGGAL ”1@» PNoveudse” 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA,PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD,PEGAWAI NEGERI

SIPIL,PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

Contoh
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal

No.

1
PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

e NS U Sl e

JUMLAH

Rp.

................... tanggat,bulan,tahun

'I;;Iah dibayarkan sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
............................... RP. oo
Bendahara Pengeluaran Yang menerima
(oot
N ) |(\.l.l.[;_’. ...................... )

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah :Rp
Yang teiah dibayar semula R
Sisa kurang/lebih Ro

N(I..P. ...................... )
mdA pAT Al‘é_igmr BUPATI LANGKAT

Exds

TTEN ALY Vg

soeemeis necean | /iy y
™ “““"- H. NGOGESA SITEPU

-

A TR il

CASUBBAG 1 gkt &/Fi 7

STAF BAGIAN HUXUM Ry




LAMPIRAN 1II

TENTANG

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR
TANGGAL

I7 Tahuh 20g -

13 NO‘U m‘?
PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH

Uang Biaya Biaya Jumlah Hari
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Harian Penginapan Transpor dib;azgkan
Pegawai y

@ Perjalanan Dinas Jabatan dalam Sesuai
rangka pelaksanaan tugas dan v v 7 Penugasan
fungsi yang melekat pada jabatan

b. Perjalanan Dinas jabatan untuk Sesuai
mengikuti  rapat, ~seminar  dan v 1) v 1) b penugasan
sejenisnya. -

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Maksimal 80
rangka Pengumandahan v v 2) v 3) {sembilan
(Detasering}. pulub} hari

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
menempuh ujian dinas/ujian jabatan. v v v 2 (dua} hari

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
menghadap Majelis Panguji
kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap secrang dokter penguji v v v Sesuai
kesehatan  yang  ditunjuk untuk penugasan
mendapatkan  surat  keterangen
dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan.

f.  Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mempercleh pengobatan i
berdasarkan surat keterangan dokier ' v \ Sesual
karena mendapat cedera pada penugasan
waktu/karena melakukan tugas.

g. Perjaianan Dinas Jabatan
mendapgatkan pengebatan i
berdasarkan  keputusan Majelis ’ ’ v peﬁﬁz';:an

: Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk :
mengikuti  pendidikan  setara v v v Maksimal 2
Diploma/S1/52/83. (dua) hari

i. Perjalgnan Dinas Jabatan untuk '

| mengikuti pendidikan dan pelatihan. v 4) v 5) v peﬁﬁzl;:asian

Keterangan ;

1. 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejeni
berdasarkan Lampiran tersendiri ' o ' ! ' enisnya

s t;rpisahkan o PF; i Bu?p ;ltf;?agazmana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

, : Blaya penginapan diberikan pada sa ‘

dalam hal Lesh torsedin s r?dinas‘ at kedatangan dan selama masa Pengumandahan {Detasering)

z" ji; B'ayagansmr_pegawai diberikan untuk transpOf pada saat kedatangan dan kepulangan.

5. e : ang Harian dlbenkan b_erupa uang sakq sesual standar biaya selama mengikuti kegiatan.

. ) . Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

i JARATARN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1T Tanwn 204
18 Ay 04,
. PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAG| PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.
FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD
[ ]
lren MODA TRANSPORTAS

No | PEJABAT NEGARA PERJALANAN

PESAWAT | KAPAL | KERETA LAINNYA
DINAS UDARA LAUT | APIBUS

1 2 3 4 5 3] 7

1. | Bupati/ wakil Bupati, A Bisnis K eYa:zfl A g)kr;?lés’lc:f keiile’izlan
Pimpinan/anggota S .

2. | DPRD, Pejabat B Ekonomi | Kelas | B | Eksekutif esual
Eselon il kenyataan
Pejabat Eseton
[I/PNS Golongan IV,

Pejabat Eselon :

3| V/PNS Golongan I, c ekonomi | @Sl Eksekut Sesual
PNS Golongan |l Y
dan |

BUPATI LANGKAT

| JABATAN e

2 e 'h) H!‘
L&;cmx:mms DAERAN ,q/ ) _
F\I%TFN e Uhium H. }\IGOGESA SITEPU
HARNG HUA M : :‘ '
IISUBEAG T -t '
“YBF BAGIAN HUKLM "
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SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERA
OTA DPRD, PEJABAT DAN PE

PROPINSI PIMPINAN/ANGG
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN V

PERATURAN B

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

URATLEANGAA 4
A8 A 264 .

. PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAL NEGERI SiPIL,
PEGAWAI TiDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

H DAN LUAR DAERAH DALAM
GAWA! NEGERI DILINGKUNGAN

. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH {PERJALANAN KURANG DARI 8 JAM)

Pejabat Eselon IV/IPNS Gelongan I,

1 PNS Golongan ll dan't -

- TINGKAT T SATUANBIAYA |
No JABATAN/GOLONGAN PERJALANAN DINAS PERJALANAN DINAS
' o (Rp.}

1. | Bupati dan Wakil Bupati, Tingkat A 180.000;-
} Pimpinan/anggota DPRD, Pej .

2. | Pmpinan/angs ejabat Tingkat B 160.000,-

. | Pejabat Eselon IlI/PNS Golongan IV, .' .

3. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan i, Tingkat C 140.000.-

PNS Golongan It dan |

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

} _ SATUAN BIAYA
No JABATAN/GOLONGAN TINGKAT

i PERJALANAN DiNag | PERJALIRIAN DINAS
1. | Bupati dan Wakil Bupati, Tingkat A 506 000 -

1 Pimpinan/anggota DPRD, Pejabat | :

2 Eselon H o jabat > Tingkat B 400.000 -

- Pejabat Eselon [1/PNS Gol .

A, olongan IV, .

9° Tingkat C 370.000,-
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C. TAMBAHAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
F

No | DAERAH TUJUAN KM JUMLAH KETERANGAN

1 | Kabupaten Karo 120 Rp. 100.000,-

2 | Kota Tebing Tinggi 123 Rp. 100.000,-

3 | Kota Pematang Siantar 147 Rp. 100.000,-

4 | Kabupaten Simalungun 176 Rp. 150.000,-

5 | Kabupaten Asahan 200 Rp. 150.000.-

6 | Kabupaten Batu bara 217 Rp. 200.000.-

7 ! Kabupaten Dairi 225 Rp. 200.000,-

8 | Kota Tanjung Balai 226 Rp. 200.000,-

9 | Kabupaten Pakpak Barat 245 Rp. 200.000,-

10 | Kabupaten Labuhan Batu Utara 267 Rp 250.000.- |-

11 | Kabupaten Toba Samosir 274 Rp. 250.000,-

12 | Kabupaten Samosir 282 Rp. 250.000,-

13 | Humbang Hasundutan 323 Rp. 300.000,-

14 | Kabupaten Tapanuli Utara 325 Rp. 300.000,-

15 | Kabupaten Labuhan Batu 327 Rp. 300.000,-

16 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan 387 Rp. 350.000.-

17 | Kota Sibolga 389 Rp. 350.000,-

18 | Kabupaten Tapanuli Tengah 391 Rp. 350.000,-

19 | Kabupaten kota Padang Sidempuan 431 Rp. 400.000,-

20 | Kabupaten Tapanuli Selatan 442 Rp. 400.000,-

21 | Kabupaten Padang Lawas Utara 502 Rp. 500.000,-

22 | Kabupaten Mandailing Natal 502 Rp. 500.000,-

23 | Kabupaten Padang Lawas 580 Rp. 550.000,-

24 | Kabupaten Nias Rp. 400.000,- [\ Pelaksana SPD apabila
25 | Kabupaten Nias Barat Rp. 400.000,- :?aer?;g;r-?ausri\aﬁ;ra atau
26 | Kabupaten Nias Selatan Rp. 400.000,- | ylaut diberikan  biaya

X transporiasi yang
27 | Kabupaten Nias Utara Rp. 400.000,- | | dibayarkan secara
28 | Kota Gunung Sitoli Rp. 350.000 - atcost.
Penjelasan

XN B QN

100 Km s/d 150 Km ditambah Uang transport Rp. 100.000,-
1561 Km s/d 200 Km ditambah Uang Transport Rp. 150.000,-
201 Km s/d 250 Km ditambah Uang Transport Rp. 200.000,-
251 Km s/d 300 Km ditambah Uang Transport Rp. 250.000,-
300 Km s/d 350 Km ditambah Uang Transport Rp. 300.000.-
351 Km s/d 400 Km ditambah Uang Transport Rp. 350.000.-
401 Km s/d 450 Km ditambah Uang Transport Rp. 400.000:-

500 Km keatas ditambah Uang Transport Rp. 500.000,-

JABATAN

QEKEEE?,I&,P?S DREVRY
ASIS“-.EZ_N Ao Ui

P Mt . £ 3

T e A 8 7

. S
?f" ﬁ E’f l"&‘

L L R Y +

___._L%ﬂ]}
LD A

KA widiig \
XASUBEAG T -Hokim L/
STAF BASHN HUKLY P Yy )

BUPATI LANGKAT

H. WGOGESA SITEPU
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I

MPIRANVI : PERATURAN BUPAT] LANGKAT
- NOMOR @ IT tahown 204 .
TANGGAL : \B MNev 4.

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM

NEGER! BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA PPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
UNTUK MENGIKUTi KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

l. LUAR DAERAH

1. Peserta - v v 1) v
2. Panitia/Moderator - - - .
3. Narasumber - v 1) v

. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta v 2) - ) v 4)
2. Panitia’/Moderator . - -

3. Narasumber - v 3) v 4)
II. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta v 2) - v 3 -
2. Panitia’Moderator - - - -
3. Narasumber - - v 3) .
Keterangan :

1.

v 1) Bia_jya_ transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti
pengeluaran transport kepulangan.

v 2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat diluar | } i i
starcler ontuns p uar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur datam

/ . - . - -
3 l;::gegar?anspﬁrtdlzeg:wage diberikan susuai Biaya Riil. Datam hail tidak diperoieh bukdi
rid, diberikan berupa biaya transport kegiatan dal i
fumpsum sesuai standar satuan harga. P ° elam kota yang dibayarkan secara

Uang Transport Pegawai diberikan sepanj i

" i N sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, di i
surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD ygnser::;giagan
rapat dalam kompiek perkantoran yang sama. | a
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il YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTO

LUAR DAERAH

R PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

1. Peserta v 3) - v 2) v '
2. Panitial /3) i v 2) v
Moderator
3. Narasumber . - v 2) v
il DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta v'3) v 3) v v 4)
3. Panitia/ . ; P ,4
Moderator v3) 3) )
3. Narasumber - - v v 4)
Ill. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta - v 3) v -
4. Panitia/ ) /3 v )
Moderator
v -

3. Narasumber

Keterangan :

1.

v 1)

v 2)

v 3)

v 4)

: Biaya transport kepulangan Pel

sejenisnya dapat dibayarkan se
pengeluaran transport kepulangan.

sejenisnya yang diatur dalam Standar Satuan Harga.

saat kedatangan dan/ atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

© Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat
kepulangan.

aksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan
besar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti

. Uang Saku Fullboard/Fuliday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminas, dan
© Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada
Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Satuan

Harga.

Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kend i i i
a
surat tugas, dan tidak bersifat rutin. o 9 raan dinas, disertal dengan

i = e

QEHE‘%‘:’T’B&IQ CLTE LY

ERIQTEN 2y Unmdwm

A Sl B e

t

[ JABATAR Imev,

vatma .

*

[P 1 - l
LEAE MUK M o

KASUBBAG T+ Hukowm

'

STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

H/NGOGESA SITEPU

21



LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATILANGKAT )
NOMOR 2 1T “Bhu;‘lr ol

TANGGAL : (8 /N |

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM

. NEGERI BAG! PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,

PEGAWAI NEGERI SIPIL,

 PEGAWAL TIDAK TETAP

DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT.
Contoh
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABAT_AN
NOMOR 1 e
'Yang bertanda tangan di bawah.ini

Nama T O SO OR (1)

NIP | e o 42)
Jabatan TS U R TUSPSOTUROPP PSS PP (3)
Unit Kerja SR OP PP (4}

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama

Nama e e O ) I
CNIP et )
Jabatan et )
Unit Kerja e (8)
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas fainnya yaﬁ‘g' sé'ngat
P e R - T

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
pejabat/pegawai negerilain. '

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari temyata surat
pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

.................................... (10)
Yang Membuat Pernyataan

e AT



M

()
(10
(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu

a.

Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD

pada Satuan Kerja berkenaan;
Atasan ltangsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh

Kepala Satuan Kerja;

Pejabat Eselon Il untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD
dalam lingkup eselon Il/sefingkat eselon || berkenaan;atau

Bupati/wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat lainnya/Pejabat Eselon | untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/wakil Bupati, Pimpinan/anggota

DPRD, Pejabat Eselon |/Pejabat Eselon .

Diisi NIP atasan Pelaksanan SPD
Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD

Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksara SPD

Diisi nama Pelaksana SPD
Diisi NIP Pelaksana SPD
Diisi jabatan Pelaksana SPD

Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD

Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan

Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

“d 2 - i BYPATI LA
| JABATARN Tro NGKAT

Q)

SEHRETIRIS QRER AN M/Bf;"\‘ /
e ] 4

ASISTEN 200 Uuw
W o gt L = Rk mmnﬁm»-' )

KAEAB Hijk UM

l-——u—:“:w:-wr.*-a-“‘—-n!!ﬂ—-—.—...
KISUEEAS T - Hutog
STAF BAGIAN HUKUM

H. NGOGESA SITEPU

A ag L
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR . : |7 Tawuwn 204 .
TANGGAL : 18 AoV 2004 .
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAL NEGER} SiPIL,
.PEGAWA} TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.,

Contoh
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

" Yang bertanda tangan di bawahini :

CNBIMA T e e {1
NP ettt e (2)
Jabatan et e r e n e e ..... '.'(3) '
Unit Kerja et et e v @)
‘menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan befdasarkan Surat T%zgas
Nomor - ....... tanggal........ dan SPD Nomor .......tanggal............... atas nama:
Nama e e ——————— e, (5)
NiP S e 6)
Jabatan e 3ot e et et et et e et ees oo N
Unit Kerja L b e e et e e, (8}

dibata!k?n sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabaian Nomor
v tanggal

Berke_enaan dengan pembatlalan tersébut, biaya transport berupa ..........(9)......dan biaya

penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refung -
- (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp............. -(10)........, sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor

e tanggat......... Satker .......... {(1). ' |

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarn i i ian i ' '

irat | t ya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernya_taan ini tidak benar d_an menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia menyetorkan kerugian negara tersehut ke Kas Negara. o

e (12)
Yang Membuat Pernyataan



(1
(2)
(3)
(4)
(8)

(12)
(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Diisi nama Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi NIP Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi jabatan Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi nama Pelaksana SPD

Diisi NIP Pelaksana SPD

Diist jabatan Pelaksana SPD

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi transpor yang digunakan

Diisi dengan jumiah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat
dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan
dinasnya

Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan

Diisi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya
perjalanan dinasnya

_ . BUPATI LANGKAT
((JARATAR PEDM
SENRETERIS DAERAY ; l\f Y. .

p.S‘!f;TE_N ADM vl h T Ml
Ryl H. NGOGESA SITEPU

KARAG BUK UM % !
KESUEDBAS T+ Hoeom i i'j ’
STAF BAGIAN HUKUN
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LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR - T Tahon 204

TANGGAL 18 RNoV ay |

TENTANG - PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA,P!MPINANIANGGOTA
DPRD,PEGAWAI NEGERI

SIPIL,PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ' D SRR TR U T U T TSP PSR O PP RIS TP RIS
NIP e s

Jabatan e s

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor © ... tanggal ........
dengan sesungguhnya bahwa

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh

bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No. Uraian Jumiah

Jumlah :

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perja_alanan Dlnas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
‘ e, Jdanggal,
Pejabat Pembuat Kemitmen, Pelaksana SPDgga Pulan.ahun
ST NIP. oo
PATI LANGKAT

| dALLTAN
SEKRETARIS DAERAN

ASIRTEN 20 Ui
[KAKAG HUN
kpsimean T

H. NGOGESA SITEPU

STAF BASIAN ML
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